KeKerasan dalam rumah Tangga dalam Perspektif huKum Positif dan Hukum Islam by Rosman, Edi
KeKerasan dalam rumah Tangga 
dalam PersPeKTif huKum PosiTif 
dan huKum islam
(KONSTRUKSI TEORI 
PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA)
Edi Rosman*
Abstract: Violence takes never place in human life. But it, remains a social reality. 
Violence occurs in the private and the public. In the private sphere is called the 
domestic violence (domestic violence/KDRT). Attracting private problems into public 
space and confirm the existence of state laws criminalizing indicate. Criminalization 
of domestic violence policy is a form of protection by the state in each of its citizens. 
Efforts to eliminate domestic violence UUPKDRT delivery rules. The rules are there 
aspects of criminal and civil. The collapse of the bulkhead in criminal and civil 
domestic violence indicate a paradigmatic shift. 
To achieve the above goal, the research done by the specification is descriptive 
analytical research. The method used approach is the approach of juridical normative 
and comparative. Tehknik data collection is done through the study of documents 
or literature which is the main data, and then to the data collected, analyzed by 
the method of analysis indukatif , deductive and comparative.
These results indicate that the nature of the offense and conviction of the positive law 
have similarities and differences with the Islamic law in the context of comparative 
law. The nature of crime and punishment is not vengeance or pengimbalan only but 
also to protect the interests of society. The difference with Islamic law, is to realize the 
ideals of the law / Shari’a, with meaning to realize the benefit of society in the midst 
of a preventive (mawani’), ta’dib (coaching) with penjeraan (zawajir) based on the 
values  syar’i. This is the uniqueness of Islamic Criminal dikhotomik not and did not 
oppose the spiritual dimension values  / divinity. Formulation of criminal sanctions 
in UUPKDRT no different from other laws. At this level looks urgency of criminal 
reform. Reform approach that used a global approach and policy. In addition to 
the above two approaches are commonly used, also, the religious approach. Third-
oriented approach to doing deals with the means of construction and reconstruction of 
* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi 
2 Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2012
Kekerasan dalam Rumah Tangga  ...
national law deals with the means of Islamic law (fiqh) is characterized by Indonesia. 
Paradigmatic one bid, conceptual and theoretical generated by this dissertation is 
an update that has a paradigm of Pancasila, the purification of the criminal law 
with an critical integrative theory.
Keywords: Domestic Violence, Crime and Criminalization, Criminal Law Re-
form, the National Law deals with the means
Pendahuluan
Kekerasan merupakan suatu fenomena yang selalu terjadi dalam kehi dup-
an pada umumnya. Realitas ini terjadi pada makhluk berakal seperti manu-
sia maupun dalam kehidupan makhluk yang tidak berakal seperti hewan. 
Kekerasan terjadi dalam kehidupan karena suatu pihak merasa tidak menda-
patkan keadilan atau diberlakukan sewenang-wenang oleh pihak lain sehingga 
menimbulkan suatu kondisi tidak menyenangkan yang akan memicu tindak 
kekerasan. Dengan kata lain bahwa kekerasan merupakan salah satu bagian ke-
hidupan manusia. Secara kuantitatif selalu terjadi peningkatan angka KDRT. 
Demikian juga secara kualitatif terjadi peningkatan modus operandi KDRT 
itu sendiri.
Memaknai kekerasan sebagai instrumen dalam menanggulangi kekeras an 
dan membalas kekerasan dengan kekerasan bagian dari paradigma positi v is me. 
Paradigma positivisme menempatkan negara sebagai penafsir tunggal dalam 
memaknai kekerasan. Peran negara yang sangat dominan dalam mengkonstruksi 
kekerasan itu pada akhir-akhir ini semakin jelas terlihat. Produk hukum yang 
dibangun oleh negara tersebut bersifat positivis instrumentalis, bukan responsif 
sebagai wahana emansipasi.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Und-
ang-undang ini telah mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang selama ini 
berada dalam ranah privat dan domestik. Ranah privat yang ditarik menjadi 
urusan publik (negara) ini semakin memperlihatkan peran negara sebagai pe-
naf sir tunggal kekerasan itu sendiri. Ortodoksi negara semakin jelas dengan 
ka rakter hukum yang positivis instrumentalis. Karakter itu telah mekonstruksi 
ke kerasan sebagai suatu kejahatan, dan ini dikenal dengan istilah Kekerasan 
dalam Rumah tangga (KDRT).
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Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-
KDRT) memaknai KDRT sebagai berikut: “Kekerasan Dalam Rumah Tang-
ga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang ber-
akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikolo gis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup keluarga”. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUPKDRT. 
Ini sebagai dasar dalam mengkualifikasikan KDRT sebagai tindak pidana.
Perumusan KDRT ini menandakan telah terjadinya pergeseran paradigma 
dan proses kriminalisasi. Pergeseran paradigma dan proses kriminalisasi KDRT 
dimaknai sebagai pembaruan hukum nasional. Pembaruan hukum dalam 
konteks ini baru bersifar parsial dalam belum utuh atau uncomprehensif dan 
tidak sistematis.
Perumusan norma baru dan sanksi dalam UUPKDRT belum dilan-
dasi filsafat pemidanaan yang jelas, sekalipun UU tersebut memiliki tuju-
an sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 yang terdiri dari 4 tujuan sebagai 
berikut:
mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;1. 
melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;2. 
menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan3. 
memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.4. 
Konsep dan Teori Pembaruan Hukum Pidana yang bersifat khusus, ka-
rena KDRT merupakan sebuah kejahatan yang sangat serius (the most serious 
crime), dan jika dalam persoalan ini tidak mendapatkan kebijakan khusus 
tentu sangat berimplikasi pada eksistensi negara. Keberadaan keluarga sangat 
menentukan keberadaan sebuah bangsa dan negara, jika keluarga rusak maka 
rusaklah negara itu sendiri. Ketahanan keluarga adalah ketahanan negara. Me-
midanakan KDRT ini tentu berangkat dari prinsip-prinsip hubungan dalam 
keluarga dan nilai-nilai yang menjadi basis terbentuknya keluarga itu sendiri. 
Begitu juga dengan model pendekatan yang digunakan, sangat mempengaruhi 
dengan keadilan yang akan diwujudkan
Dalam konteks negara hukum, negara harus menjamin, melindungi, 
mem berikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap warga negaranya. 
KD RT sebagai suatu masalah yang umum dalam masyarakat saat ini, peran 
strate gis negara mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan ter-
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hindar dari KDRT sangat diperlukan. Subjektif negara terlihat jelas dengan 
lahirnya regulasi KDRT. UUPKDRT mempertegas kebeadaan negara. Namun, 
dalam penegakannya terlihat bahwa pidana KDRT sebagai koasi publik dan 
koasi privat. Alasan semi publik dan semi privat karena pada umumnya delik 
KDRT itu sendiri adalah delik aduan.
Keberadaan negara yang telah merumuskan,menetapkan dan mensahkan 
norma-norma hukum (dalam UUPKDRT khusus), dimaknai sebagai upaya 
pembaruan hukum. Pembaruan hukum yang telah dilakukan sampai saat ini 
masih terpisah dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 
atur an pokok hukum pidana di Indonesia. Sehingga pembaruan hukum seperti 
itu melahirkan undang-undang yang bersifat khusus.
Undang-undang yang bersifat khusus sering ditemukan suatu problem 
yang mendasar yaitu belum sejalannya antara rumusan norma hukum dengan 
pe rumusan sanksi hukumnya. Norma hukum dan sanksi hukum dalam hukum 
pidana merupakan dua hal yang sangat mendasar dan harus mendapat perha-
tian sejak tahap formulasi, tahap implementasi dan eksekusi. Kelalaian legislatif 
dalam mengsinkronkan kedua hal tersebut akan berimplikasi pada peran negara 
dalam mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan memberikan keadilan bagi 
seluruh masyarakat.
Menurut penulis, ruh pembaruan dalam UU tersebut hanya terbatas pada 
aspek norma hukum belum diiringi dengan pembaruan ketentuan pidana atau 
stelsel sanksinya. Hal ini terbukti bahwa pasal 44 sampai dengan 55 tentang 
Ketentuan Pidana tidak ada perbedaan dengan KUHP atau Undang-undang 
lainnya. Pantas kiranya, promovendus berpendapat bahwa wajah pembaruan 
yang ditampilkan oleh UU tersebut masih parsial (tambal sulam) belum utuh 
dan tidak komprehensif.
Senada dengan ini, baru-baru ini keluar PERMA Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Penyesuaian tentang Hukuman penjara dan denda sesuai dengan 
kondisi kekinian masyarakat. Hal tersebut menandakan 50 Tahun Kelalaian 
Legislator.
Perma ini sebenarnya tidak perlu terbit jika Pemerintah dan DPR tidak 
lalai dalam menyesuaikan nilai uang yang ada di KUHP dengan perkembangan 
jaman. Nilai uang dalam KUHP pertama dan terakhir kali disesuaikan sejak 
KUHP diadopsi oleh negeri ini hanyalah pada tahun 1960, yaitu melalui dua 
buah Perpu, Perpu No. 16 dan 18 Tahun 1960 yang kemudian disahkan men-
jadi undang-undang setahun kemudian. Dari kedua perpu ini lah maka besaran 
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pidana ringan maupun denda yang ada dalam KUHP disesuaikan sebagaimana 
besaran yang kita baca di KUHP saat ini.
PeMBahaSan dan analISIS
hakikat Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif Komparatif
Dari segi makna, arti atau hakekat pidana itu sendiri dilihat dari pihak 
yang mengalami atau yang menjalani pidana, pidana tersebut merupakan 
sua tu nestapa, ketidaksenangan, ketidakenakan, suatu penderitaan, dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu bentuk pidana atau tindakan apa pun namanya, 
baik berupa pidana penjara, pidana denda atau tindakan perawatan misalnya, 
merupakan sesuatu yang hal bersifat nestapa, ketidaksenangan, dan lain se-
bagainya.
Dilihat dari tujuan pidana dan pemidanaan, maka apa pun bentuk pidana 
yang diterapkan dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan 
dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu 
untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh 
tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai da-
lam masyarakat serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Menurut Hukum Islam, Tujuan syari’ (Tuhan) dalam mensyariatkan 
hu kumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan sekaligus 
menghindarkannya dari mafsadat baik didunia maupun diakhirat. Tujuan 
hukum seperti tersebut diatas oleh para pakar filsafat hukum Islam lazim 
juga disebut dengan at-tahsil wa al-ibqa atau jalb al-masalih al-mafasid, yaitu 
mengambil maslahat dan sekaligus mencegah kerusakan. Dalam kaitan inilah 
Yusuf Hamid Al-Alim menegaskan bahwa tujuan utama (a’zam al-maqasid) 
diutusnya para Rasul As, oleh Tuhan adalah untuk menghilangkan kezaliman 
di antara manusia, sehingga terwujudlah ketentraman dan kedamaian di anta-
ra mereka. 
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat seba-
gaimana disebutkan diatas, maka bukan hanya para ulama Islam, bahkan selu-
ruh agamawan sepakat bahwa ada 7 (tujuh) unsur pokok yang harus dipelihara 
dan diwujudkan. Ketujuh unsur pokok dimaksud adalah: 
Memelihara agama (1. hifz ad-din). 
Memelihara jiwa (2. hifz an-nafs). 
Memelihara akal (3. hifz al-aql). 
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Memelihara keturunan dan atau kehormatan (4. hifz an-nasb/al-ird). 
Memelihara harta (5. hifz al-mal). 
Memelihara kesejahteraan umum. 6. 
Memelihara lingkungan 7. 
Untuk memelihara ketujuh unsur pokok itulah maka Tuhan menetap-
kan pidana (uqubah) terhadap pelaku tindak pidana (al-jani) yang dapat 
mengganggu atau menghambat terwujudnya tujuh kebutuhan dasar (iad-
daruriyat) diatas. Karena itu ditetapkanlah pidana murtad (hadd ar-riddah) 
dalam rangka untuk memelihara agama, ditetapkan pula pidana qisas (uqubah 
al-qisas) untuk memelihara jiwa/nyawa manusia, untuk memelihara akal, 
maka ditetapkanlah pidana meminum minuman keras (hadd asy-syarb), untuk 
memelihara keturunan dan/atau kehormatan maka ditetapkan pidana zina 
(hadd az-zina), kemudian ditetapkan pula pidana pencurian (hadd as-sirqah) 
un tuk memelihara harta. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah dipahami bahwa Tuhan dan 
Rasul-Nya lewat Al-Quran dan Hadis sengaja menetapkan sanksi hukum yang 
tegas terhadap pelaku tindak pidana yang dapat merusak/mengganggu al-
kulliyat al-khams diatas, mengingat kelima unsur tersebut adalah merupakan 
kebutuhan yang paling mendasar.
Hal tersebut diataslah yang menjadi dasar mengapa pidana mati itu di-
terapkan secara tegas, baik terhadap jarimah qisas maupun hudud. Sebab, de-
ngan diberlakukannya pidana terberat itu terhadap seorang penjahat yang 
melakukan kejahatan berat seperti yang tergolong dalam kedua jarimah diatas, 
maka hal itu akan menjadi i’tibar atau pelajaran yang sangat berharga bagi 
calon-calon penjahat lainnya untuk tidak mengikuti jejak si terpidana mati 
tersebut. Dengan demikian, pidana mati itu akan dapat berfungsi sebagai 
pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. 
Hakikat adanya sanksi pidana dalam syariat Islam adalah agar ia (pelaku 
kejahatan) dan calon penjahat lainnya menjadi jera, sehingga mereka tidak 
melakukan tindakan-tindakan pidana (jarimah) yang sama. Disamping itu, 
pidana tersebut juga dimaksudkan untuk tindakan-tindakan pidana berat 
lainnya (jaraim), dan untuk menghindarkan masyarakat dari kebinasaan (al-
fasad), serta kehancuran (al-fasad), serta membersihkan mereka dari dosa-
dosa. 
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Karena itu, orientasi atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Is-
lam adalah sebagai pencegahan (mawani/prevention) pada satu sisi sebelum 
tin dak pidana itu dilakukan. Pada sisi yang lain sebagai penjeraan (zawajir/
deter rence) bagi orang lain yang mengetahui atau menyaksikan pelaksanaan 
eksekusi suatu hukuman.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 
pada hakikatnya pemberlakuan pidana/ uqubah dalam hukum pidana Is lam 
adalah untuk mewujudkan cita-cita hukum/syariat itu sendiri, yaitu men -
ciptakan kemaslahatan ditengah-tengah masyarakat. Maslahat berarti ter-
penuhinya kelima unsur pokok yang merupakan kebutuhan dasar (ad-daruriyat 
al-khams) manusia itu, yaitu: memelihara agama (hifz ad-din), memelihara jiwa 
(hifz an-nafal), memelihara akal (hifz al-aql), memelihara keturunan (hifz an-
nasal), dan memelihara harta (hifz mal)
Secara konsepsional, tiga hal pokok yang sangat penting artinya dalam 
membicarakan hakikat pidana dan pemidanaan. Ketiga hal pokok tersebut 
adalah filsafat pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Pada 
bab sebelumnya sudah dijelaskan filsafat pemidanaan dan teori pemidanaan. 
Maka selanjutnya dilihat persoalan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan 
tidak dapat dipisahkan dengan filsafat dan teori pemidanaan itu sendiri. Sebab 
dalam merumuskan dan menetapkan tujuan pemidanaan harus berdasarkan 
kedua pokok tersebut.
Filsafat pemidanaan memiliki fungsi fundamental yaitu sebagai landasan 
dan asas normatif atau kaedah yang yang memberikan pedoman, kriteria atau 
paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal 
dan intrinsik bersifat primer dan terkandung dalam setiap ajaran sistem filsafat. 
Filsafat apa yang mendasarinya sangat menentukan asas, corak dan karakteristik 
pidana serta keadilan yang dilahirkannya. Baik pada tahap legislasi, yudikasi, 
aplikasi atau impelentasinya.
Filsafat pemidanaan juga sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemi-
danaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap 
teori-teori pemidanaan. Begitu juga dalam penetapan tujuan pidana dan 
pemidanaan berdasarkan filsafat dan teori pemidanaan. Seperti gambar di 
bawah ini:
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Filsafat pemidanaan memiliki fungsi fundamental yaitu sebagai landasan 
dan asas normatif atau kaedah yang yang memberikan pedoman, kriteria atau 
paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan 
intrinsik  bersifat primer dan terkandung dalam setiap ajaran sistem filsafat. 
Filsafat apa yang mendasarinya sangat menentukan asas, corak dan karakteristik 
pidana serta keadilan yang dilahirkannya. Baik pada tahap legislasi, yudikasi, 
aplikasi atau impelentasinya. 
Filsafat pemidanaan juga sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat 
pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap 
teori-teori pemidanaan. Begitu juga dalam penetapan tujuan pidana dan 
pemidanaan berdasarkan filsafat dan teori pemidanaan. Seperti gambar  dibawah 
ini: 
 
 
  
Gambar. 1. Proses penetapan sanksi  secara Epistimologi 
Apakah yang diinginkan dengan pemidanaan itu? Apakah tujuannya? 
Merupakan pertayaan fundamental yang harus dijawab oleh legislator dalam 
membuat dan menentukan suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana. 
Mengingat bahwa tahapan legislasi adalah tahapan strategis dalam menentukan 
arah dan tujuan pemidanaan. Jika dalam tahapan legislasi sudah ditetapkan apa 
tujuan pemidanaan, maka ini akan diterjemahkan pada tahap selanjutnya yaitu 
tahap aplikasi  (menjatuhkan pidana) dan pelaksanaan pidana (eksekusi). 
Roeslan Saleh mengatakan bahwa sejarah tujuan pemidanaan berada 
dalam keadaan bergeser-geser. Pada permulaan abad ke 19 orang telah mengenal 
rumah penjara. Tetapi disamping itu dikenal pula pidana mati; dan juga pidana 
cambuk. Tujuan pidana pada waktu itu adalah menimbulkan kesakitan pada 
terpidana. 
Ada dua pandangan filsafat pemidanaan yang berpengaruh dalam 
penjatuhan pidana yaitu falsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan 
retributif dan falsafat pemidanaan yang berdasarkan pada falsafat restoratif. 
Praktek yang terjadi dalam pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP 
bersendikan pada falsafah retributif atau pembalasan, maka penjatuhan pidana 
ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan tersebut 
berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Keadilan diukur dengan 
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Merupakan pertayaan fundamental yang harus dijawab oleh legislator dalam 
membuat dan menentukan s atu perbu tan enjadi suatu perbuat n pidana. 
Meng ingat bahwa tahapan legi lasi adalah ta strategis dal m enentukan 
arah dan tujuan pemidanaan. Jika dalam tahapan legislasi sudah ditetapkan apa 
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Roeslan Saleh mengatakan bahwa sejarah tujuan pemidanaan berada da-
lam keadaan bergeser-geser. Pada permulaan abad ke 19 orang telah mengenal 
rumah penjara. Tetapi disamping itu dikenal pula pidana mati; dan juga pidana 
cambuk. Tujuan pidana pada waktu itu adalah menimbulkan kesakitan pada 
terpidana.
Ada dua pandangan filsafat pemidanaan yang berpengaruh dalam penja-
tuhan pidana yaitu falsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan retri-
butif dan falsafat pemidanaan yang berdasarkan pada falsafat restoratif. Prak-
tek yang terjadi dalam pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP 
bersendikan pada falsafah retributif atau pembalasan, maka penjatuhan pida-
na ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan 
tersebut berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Keadilan diukur 
dengan penderitaan pelanggar, maka kelayakan dalam penjatuhan pidana 
menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. Pembalasan sebagai landasan fil-
safat dalam pemidanaan pada mulanya bersifat individual dan kolektif yang 
bersifat emosional dan kadang tak terukur kemudian bergeser seiring dengan 
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perkembangan organisasi negara modern menjadi pembalasan yang terwakili 
oleh institusi negara, profesional, rasional dan terukur serta terkendali.
Dalam perumusan norma dan sanksi antara KUHP dan UUPKDRT ti-
dak dapat perbedaaan yang signifikan, hanya saja dalam penempatan sanksi 
kedua undang-undang tersebut ditemui adanya perbedaan. Dalam KUHP 
secara umum antara norma dan sanksi ditempatkan sekaligus dalam satu pasal. 
Se dang kan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 penempatannya 
secara terpisah. Artinya antara norma yang berisikan tentang perbuatan apa 
yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang ditempatkan secara terpisah 
de ngan sanksi sebagai akibat dari norma tersebut dalam sebuah ketentuan khu-
sus tentang “ ketentuan pidana”.
Jenis pidana yang digunakan dalam KUHP adalah jenis pidana pokok 
dan pidana tambahan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 juga mengenal 
jenis pidana Pokok dan pidana Tambahan. Akan tetapi jika dilihat hakikat 
pidana dari kedua undang-undang tersebut, maka ditemui ada perbedaan. 
Sanksi pada kekerasan dalam rumah tangga, juga berpedoman pada ketentuan 
yang dimuat dalam KUHP buku ke I tentang Aturan Umum yaitu Pasal 10 
KUHP. Dengan berpedoman pada pada Pasal 10 KUHP tersebut, maka 
dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sanksi yang dijatuhkan bagi 
kekerasan adalah pidana penjara atau denda. Artinya undang-undang ini dalam 
masalah sanksi cenderung bersifat alternatif. Adapun pidana tambahan ter-
hadap pelaku tindak kekerasan tidak sama dengan ketentuan dalam KUHP. 
Perbedaannya terletak pada pidana tambahan yang dimuat secara tegas dalam 
Pasal 50 UUPKDRT, yaitu:
pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku 1. 
dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-
hak tertentu dari pelaku;
penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan 2. 
lem baga tertentu.
Jadi, perbedaan ini sesuai dengan tindak pidana yang timbul. Mengingat 
kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus, maka pidana 
tambahan yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga 
ketentuan yang khusus pula. Sedangkan pada pidana pokok yang dijatuhkan, 
tidak terdapat perbedaan dengan sistem yang terdapat dalam KUHP yaitu sis-
tem alternatif, karena pidana yang ditentukan adalah pidana penjara atau denda. 
Bukan sistem kumulatif, misalnya pidana penjara atau denda.
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Dalam KUHP, sanksi yang dijatuhkan hanya menyebutkan hukuman 
maksi mum, tanpa menyebutkan hukuman minimum. Sedangkan dalam Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 , misalnya dalam Pasal 47 dan Pasal 48 
disebutkan hukuman minimum. Bunyi Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2004 sebagai berikut:
“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya 
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 
b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
pida na penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedi-
kit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
Kemudian Pasal 48 Undang-undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 
berbunyi:
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 
47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan 
sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) 
ta hun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, 
atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan 
pida na penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 
(dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).”
Dicantumkannya pidana minimum khusus tersebut merupakan pe-
nyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Karena dalam Pasal 
12 KUHP disebutkan:
Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu1. 
Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan 2. 
paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.
Jadi, dalam Pasal 12 KUHP tersebut hanya dicantumkan pidana mini-
mum umum yaitu satu hari. Adapun pidana yang dicantumkan dalam Pasal 
47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mempergunakan 
pidana minimum khusus, yaitu 4 (empat) tahun untuk Pasal 47 dan 5 (lima) 
tahun untuk Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.
Meminjam pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa pidana penjara meru-
pakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-
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undangan selama ini. lebih lanjut dikatakannya, dari seluruh ketentuan KU-
HP yang diteliti yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 
587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 
97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif 
dengan jenis-jenis pidana lainnya.
Berdasarkan hal demikian, semakin tergambar bahwa pidana penjara 
cukup banyak ditetapkan oleh undang-undang dalam perumusan delik, baik 
ti dak tepisah maupun terpisah dalam pasal-pasal tertentu seperti yang terdapat 
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 itu sendiri. Atas dasar apa, atau 
alasan mengapa ditetapkan pidana penjara itu sebagai salah satu jenis sanksi 
pidana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Duplikasi sanksi semakin ke-
lihatan dalam undang-undang ini. Padahal, jika dihubungkan pada Pasal 103 
KUHP “ Aturan Penutup” Buku Pertama, yang berbunyi:
“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku 
juga bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan 
lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan 
lain”.
Maksud pasal ini adalah memberikan peluang kepada undang-undang 
diluar KUHP untuk menetapkan sistem stelsel sanksi. Kenyataannya Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menetapkan sanksi selain dari sanksi 
yang telah ada dalam KUHP itu sendiri. 
Hakikat pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tersirat 
dalam tujuan undang-undang tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dan se-
ka ligus menjadi hakikat pidana dan pemidanaan dalam UUPKDRT adalah 
sebagai berikut:
Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;1. 
Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;2. 
Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan3. 
Memelihara keutuhan rumah tangga.4. 
KonSeP dan TeorI PeMBaruan huKuM PIdana Ten­
Tang KdrT
urgensi Pembaruan hukum Pidana di Indonesia
Kolonialisme yang Mengakar
Hukum Pidana di Indonesia adalah warisan Pemerintahan Belanda 
yang merupakan hukum Belanda yang dimodifikasi dan diberlakukan di ne-
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gara jajahan. Warisan Belanda sudah dipastikan memiliki karakter kolonial. 
Se nada dengan argumentasi di atas, Muzakkir1 menyampaikan pokok-pokok 
pikirannya pada Seminar “Pembaharuan KUHP: Meninjau kembali Bentuk-
bentuk Hukuman dalam RUU KUHP” yaitu sebagai berikut:
Hukum Pidana Indonesia warisan pemerintah Belanda yang nota bene 1. 
me rupakan hukum pidana Belanda yang dimodifikasi dan diberlakukan 
dinegara jajahan, sekarang menjadi Indonesia
Beberapa ketentuan KUHP tidak relevan dengan perkembangan hukum 2. 
di Indonesia meskipun telah diadakan “tambal sulam”.
Pembentukan dan perkembangan legislasi di bidang hukum pidana yang 3. 
baik yang menyebabkan terjadinya problem hukum yang berkepan-
jangan.
Keinginan yang kuat untuk melakukan pembaruan hukum pidana de-4. 
ngan membentuk KUHP baru dalam suatu sistem hukum pidana nasional 
(KUHP nasional).
duplikasi undang-undang: Suatu realitas
Kolonialisme yang masih berlangsung berakibat ketidakberdayaan untuk 
keluar dari dominasi kepentingan asing dinegara sendiri. Semangat untuk 
me lompat keluar dari kolonialisme adalah modal positif untuk melakukan 
perubahan. Maka untuk melakukan perubahan dengan modal semangat saja 
belumlah memadai. Keluar saja belum cukup, dan secara filosofis apakah 
su dah terumuskan dengan baik apa dan bagaimana perubahan itu sendiri 
dilakukan.
Perubahan Hukum bagian dari perubahan yang lebih luas, tentu saja 
tidak dimaknai dengan teknis perundang-undangan, hanya mengganti undang-
undang lama dengan yang baru secara substansi hukum. Perubahan hukum 
yang diharapkan adalah perubahan sistem hukum. Perubahan sistem hukum 
adalah perubahan subtansi, struktur dan kultur hukum. Gejala perubahan yang 
tidak sistematis dan kurang terarah mengakibatkan lahir kultur duplikasi.
Dalam kenyataannya, ada undang-undang yang melakukan duplikasi dari 
undang-undang KUHP, khususnya pada buku ke-II. Contohnya, Undang-
undang Korupsi (80% dicaplok dari KUHP), undang-undang Terorisme (90 
% pasal duplikasi).2 Inti pokok undang-undang ini hanya ada 2 (dua) Pasal, 
ya itu pada Pasal 2 dan 3. Dalam teknik legal drafting, hal ini disebabkan ka-
rena dilakukan tergesa-gesa sehingga mengambil begitu saja Pasal-pasal dari 
KUHP. Hasilnya misalnya, di undang-undang terorisme, jika petugas bandara 
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alpha akan dianggap menjadi tindakan teror. Ini karena pasal 479 (a) diambil 
semua begitu saja. Jika terjadi duplikasi yang seperti ini, apakah itu yang mesti 
ditegakkan yang bersifat umum atau yang bersifat khusus tersebut?. Pada 
konteks ini, dapat dikatakan adanya urgensi pembaruan hukum pidana.
Krisis relevansi hukum
Hukum Pidana yang berlaku sekarang sebagai hukum positif nasional 
merupakan produk dari epistimologi hukum Barat. Kelahiran KUHP tersebut 
berasal dari tempat, masyarakat dan pemikiran bangsa penjajah. Kesuksesan 
Belanda dalam memberlakukan hukum pidana di negara jajahan tidak hanya 
karena kekuasaan berada pada gengaman bangsa Belanda, akan tetapi sangat 
didukung epistimologi hukum yang dimilikinya.
Dalam konteks sejarah, KUHP memang ada upaya penyesuaian-penye-
suaian oleh Pemerintah Indonesia. Proses penyesuaian dilakukan karena ada 
Pasal-pasal yang tidak cocok untuk Bangsa Indonesia. Hal ini wujud kesa-
daran bahwa telah terjadi krisis relevansi (crisis of relevance) dalam konsep dan 
implementasi hukum klonial dengan bangsa Indonesia. Proses adaptasi yang 
tidak bisa menekan munculnya konflik hukum, kecuali hanya dengan me-
lakukan pembaruan hukum.
Makna dan realitas Pembaruan hukum Pidana
Berbagai pihak baik akademisi dan praktisi maupun pemerintahan, me-
lalui RUU-KUHP, sebagai salah satu yang memicu terhadap perubahan hukum 
pidana adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghendaki 
segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan dan tanpa di-
batasi oleh wilayah. Maka, dewasa ini Pembaruan hukum pidana sebagai ba-
gian dari kebijakan hukum pidana (penal policy), telah diupayakan sampai 
sekarang dan masih diolah. Akan tetapi dalam prakteknya, Pembaruan hukum 
pidana yang ada sekarang ini masih berorientasi pada pembaruan undang-
undang pidana.
Orientasi di atas, tidak terlepas dari tradisi dan pemikiran tentang pem-
baruan hukum. Dalam tradisi dan pemikiran ada dua makna Pembaruan 
hukum, seperti yang dikatakan oleh Soetandyo Wigjosoebroto bahwa Pem-
baruan hukum pidana yaitu dalam arti legal reform dan arti law reform.3 Istilah 
Legal Reform diartikan apabila hukum dikonsepsikan sebagai sistem, dan hu kum 
ditegakkan menuju suatu proses. Proses yang dimaksud adalah proses po litik 
yang progresif dan reformatif. Disinilah hukum difungsikan dalam kepustakaan 
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teori hukum yang disebut dengan “tool of social engineering” yang efektif melalui 
proses yustisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound), ataupun yang 
lebih efektif lewat proses legislatif (seperti yang telah diin trodusir oleh Mochtar 
Kusuma Atmadja, untuk praktek pembangunan hu kum di Indonesia).
Apabila melihat Legal Reform dalam kajian semiotika hukum, pembaru an 
tidaklah akan bisa melibatkan khalayak ramai yang awam. Karena keterlibat an 
dalam konteks ini disyaratkan memiliki pengalaman budaya dan pengalaman 
berbahasa dan inilah yang nihil bagi masyarakat (mayoritas). Masyarakat akan 
sulit memasuki suatu wacana yang dikuasai oleh apa yang disebut dengan 
“liguistic dominating system” para elit politisi dan profesional, dan dimana dua 
kelompok ini memiliki ruang yang dominan dalam percaturan hukum for mal. 
Sebagai implikasi, bahwa kebebasan, kesetaraan dan kesamaan dalam mem-
peroleh kesempatan sebagaimana dijanjikan oleh hukum itu, hanya sebatas 
norma-norma yang abstrak dalam ranah retorika teoritis semata.
Pembaruan hukum dalam term legal reform tidak memuaskan, di Ame-
rika muncul aliran realisme hukum sebagai antithesis terhadap aliran legal 
reform itu sendiri.4 Realisme hukum memaknai pembaruan hukum dengan 
law reform. Realisme hukum menolak doktrin tentang universalisme substansi 
hukum yang berkosekuensi pada tiadanya pengakuan terhadap hukum dan 
hak-hak mereka sebagai kaum minoritas. Para penganut paham ini berorientasi 
kepada hukum yang hidup dalam masyarakat dan menolak paham Langdelian. 
Paham Langdelian menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem 
normatif yang tertutup. Oleh karena itu, bahwa hukum mempunyai logika 
sendiri yang deduktif, yang terlepas dari kontek-kontek politik, sosial maupun 
kultural. Hal ini secara esensial dapat terbaca dalam ucapan seorang hakim 
Oliver Wendel Homes, bahwa meurutnya dalam kehidupan yang nyata ini 
“law has not been logic” it is experience, bahwa hukum bukanlah suatu sistem 
teks normatif tertutup. Menjaga kemurnian hukum dengan menutup diri dari 
pe ngaruh konteks adalah suatu upaya yang tidak hanya sia-sia akan tetapi juga 
tidak realistis.
Dalam perspektif law reform, yang menjadi pokok pikiran Holmes ada lah 
bahwa seorang hakim (setiap hakim) yang bertanggung jawab memformulasi-
kan hukum lewat keputusan-keputusannya, harus selalu berdasarkan pada 
keyakinan yang benar, akan kebenaran pernyataan bahwa hukum bukanlah 
se suatu “omnipresent in the sky” melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam 
si tuasi yang konkret “To meet the social need” karena “the life of law is not logic, 
15Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2012
Edi Rosman
it has experience’ bahwa kehidupan hukum bukan terletak pada logika, akan 
tetapi berdasarkan pengalaman.
Dalam terminologi hukum Islam bahwa pembaruan adalah terjemahan 
dari kata tajdid. Abdul Manan, Guru Besar dan Hakim Agung dalam bukunya 
“Aspek Pengubah Hukum” menjelaskan panjang lebar tentang pengertian taj-
did ini berdasarkan sumber-sumber yang akurat. Arti terminologi tajdid ber-
dasarkan pandangan Muhammadiyah diuraikan pula secara panjang lebar 
oleh Rifyal Ka`bah, Guru Besar dan Hakim Agung dalam bukunya “Hu kum 
Islam di Indonesia”. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Muham-
madiyah, Rifyal Ka`bah menyimpulkan bahwa pembaruan hukum menurut 
Muhammadiyah adalah gabungan dari tajdid dan ijtihad.5
Ada juga yang menggunakan istilah lain untuk pembaruan hukum. Menu-
rut Satjipto Rahardjo ada yang menggunakan istilah-istilah pembangunan 
hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum. 
Ter akhir banyak pula yang menggunakan istilah reformasi hukum yang meru-
pakan terjemahan dari legal reform. Walau bemacam-macam istilah yang di-
gunakan, Satjipto sepakat dengan Sudargo Gautama untuk menggunakan 
istilah pembaruan hukum, karena istilah ini lebih dekat untuk menggambar-
kan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri 
pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.6
KonSeP PeMBaruan SISTeM PeradIlan PIdana 
TenTang KdrT
Beberapa pakar hukum pidana di Indonesia seperti Barda Nawawi Arief,7 
Muladi8 dan Nyoman Serikat Putra Jaya9 berpendapat bahwa, RUUKUHP 
(sistem hukum pidana materiel), ingin disusun dengan bertolak pada berbagai 
po kok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “Ide Keseimbangan”. 
Ar tinya, Draf UU KUHP tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum, 
melainkan juga memperhatikan aspek keseimbangan antara kepastian hukum 
dan keadilan, serta aspek kepastian hukum dan elastisitas. Selanjutnya Barda 
Nawawi Arief10 mengatakan, ide keseimbangan ini antara lain mencakup: 
Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” 1. 
dan “kepentingan “individu/perorangan”; 
Kepentingan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide 2. 
individualisme pidana) dan korban tindak pidana;
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Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan 3. 
“sub jektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide daad-dader strafrecht;
Konsep keseimbangan dapat digunakan jika pembaruan hukum pida-
na itu sendiri memiliki paradigma yang jelas. Konsep tanpa dilandasi dengan 
paradigma yang jelas tidak logis dan tidak realistis. Hanya menjadi mimpi ti-
dak memiliki bukti, dan jika ada realisasinya kemungkinan besar akan terjadi 
disorientasi dan terdistorsi oleh konteksnya, sehingga diperlukan suatu konsep 
dan teori Pembaruan hukum pidana terutama dalam lingkup Penghapusan 
Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) di Indonesia.
UUPKDRT sebagai payung hukum dan sekaligus implementasi dari ke-
bijakan legislasi yang akan ditegakkan oleh pemerintah dan Pengadilan sampai 
saat ini. Kehadiran undang-undang ini membawa semangat Pembaruan, namun 
ide, konsep dan teori Pembaruannya belum dapat dideteksi dan dideskripsikan 
secara sistematis. Lebih jelasnya, bahwa antara norma hukum yang terdapat 
dalam Undang-undang tersebut secara tekstual memiliki tujuan yang jelas 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UUPKDRT. Tujuan Undang-undang 
ter sebut belum diiringi dengan pembaruan sanksi yang akan diterapkan untuk 
mempertahankan norma hukum undang-undang itu sendiri. Sanksi pidana 
pen jara atau denda yang masih menjadi primadona dalam undang-undang 
ter sebut.
Pembaruan Hukum Pidana merupakan bagian dari Pembaruan hukum 
secara keseluruhan. Dimensi Pembaruan hukum pidana sebagai wujud dan 
ma nifestasi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap Hak 
Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan konstitusi negara, kebutuhan dan per-
kembangan sosial masyarakat yang sudah mengglobal. 
Saat ini tengah berkembang sangat kuatnya dorongan untuk melakukan 
perubahan dibidang hukum, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum 
dan budaya hukum. Perubahan itu tidak lain bertujuan untuk meningkatkan 
kua litas penegakan hukum yang saat ini tengah mengalami krisis yang luar 
biasa bersangkut paut dengan berbagai kasus yang terjadi di seputar kehidupan 
kita, terlebih apabila persoalan itu kita kaitkan dengan beberapa kasus yang 
me nimpa masyarakat kecil atau masyarakat yang tidak mampu, seperti kasus 
kakao, kasus semangka, pencurian listrik serta beberapa kasus lain yang tidak 
terekspos.
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Pada beberapa kasus itu terlihat bagaimana seringkali aparatur penegak 
hu kum melakukan langkah-langkah yang dipaksakan demi untuk pencapaian 
kepastian hukum, yang tidak jarang akibatnya menimbulkan problem-pro-
blem sosial kemasyarakatan khususnya menyangkut perlakuan yang tidak adil 
di dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Maka oleh sebab itu, salah satu 
paradigma atau pendekatan yang digunakan adalah paradigma keadilan res-
toratif.
Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling 
mu takhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem per-
adilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB 
melalui Basic principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan 
keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan 
pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang 
menyatakan bahwa politik kriminil harus rasional (a rational total of the res-
ponses to crime). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma 
yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana 
yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pi-
dana yang ada saat ini.
TeorI huKuM InTegraTIf KrITIS
Teori ini dinamakan dengan Teori Hukum Integratif Kritis dilatarbela-
kangi oleh teori-teori yang mendahuluinya. Ada 4 (empat) teori yang terlibat 
dalam memberikan sumbangan teoritis terhadap pengembangan hukum nasio-
nal Indonesia. Dalam rekaman sejarah teori Hukum di Indonesia yang diawali 
oleh Teori Hukum Kolonial, Teori Hukum Pembangunan yang sudah ada 
se jak tahun 1973. Teori Hukum Progresif lahir tahun 2003, dan akhir 2011 
atau awal 2012 telah mengilhami lahirnya Teori hukum Integratif.
Perpaduan antara hukum sebagai sistem norma, sistem perilaku dan 
dileng kapi dengan sistem nilai yang di istilahkan Romli dengan integratif 
yang menghadirkan semangat restorasi dalam segala aspek kehidupan berbang-
sa dan bernegara terutama aspek hukum. Diasumsikan bahwa dengan meng-
implementasikan teori hukum integratif akan meredam konflik antara ke-
tentuan-ketentuan normatif negara dan ketentuan normatif non negara (adat 
dan hukum agama).
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Politik hukum pembangunan yang dibentuk sejak awal Tahun 1973 
dengan model hukum pembangunan masih relevan dalam perkembangan po-
litik hukum di era globalisasi saat ini jika dipadukan dengan model hukum 
progresif. Di dalam mengantisipasi perkembangan politik hukum di era 
global terutama politik hukum pidana, perlu dikaji secara kritis teoritik ke-
mampuan fungsi hukum pembangunan dan hukum progesif menghadapi “te-
kanan internasional” kepentingan negara maju. Dalam konteks ini, perlu di-
temukan solusi alternatif yaitu pendayagunaan model hukum integratif11 
yang memadukan model hukum pembangunan dan hukum progresif sehingga 
menciptakan kekuatan moral internal sumber daya manusia penegak hukum 
dalam mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan NKRI. 
Dalam perspektif politik Hukum, kehadiran tiga teori di atas masih 
cenderung mempertahankan kerangka hukum sipil Belanda sebagai logika 
pembuatan hukum yang menyebabkan tradisi hukum sipil berkembang dengan 
pesat. Hasilnya adalah dikotomi dalam pembuatan hukum antara tradisi hukum 
sipil yang menubuh dalam lembaga negara, disatu pihak, dan tradisi hukum 
adat dan hukum Islam di pihak lain. Selain itu, karena dominasi negara dalam 
perjumpaan hukum antara ketiga tradisi ini begitu besar, tantangan apapun 
yang diperlihatkan tradisi hukum adat dan hukum Islam dapat dipadamkan 
dengan mudah. Karena itu dapat dikatakan bahwa struktur pembuatan hukum 
dan sistem peradilan yang sedang berlaku di alam merdeka pada hakikatnya 
adalah berasal dari tradisi hukum kolonial Belanda. Ideologi pembuatan hu-
kum nasional yang diterima ditanah air adalah ideologi sekuler, dimana hu-
kum dilihat sebagai institusi duniawi yang dibangun di dalam masyarakat, 
yang lepas dari campur tangan faktor-faktor ilahiyah yang biasanya dipahami 
dalam tradisi Islam. Lebih dari itu, pendekatan hukum yang digunakan dalam 
proses pembuatan hukum negara juga bersifat individual karena nilai-nilai 
kebersamaan yang dijunjung tinggi dan jadi titik tolak dalam proses hukum, 
yang biasanya ditemukan dalam tradisi adat, telah dieliminasi dari logika 
penciptaan hukum. Inilah konsekuensi logis dari penyerapan tradisi hukum 
sipil modern, dimana hukum secara epistimologis adalah urusan negara untuk 
membuatnya bukan urusan Tuhan atau komunitas.
Disinilah akar permasalahan pembangunan hukum Indonesia. perma-
salahan epistimologis, masih dalam lingkup imprealisme kolonial Belanda dan 
neo kolonialisme. Sekulerisme masih tetap menjadi basis ideologis pembuatan 
hukum, namun banyak aspek-aspek substantif ajaran hukum Islam muncul 
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dalam sistem hukum nasional, dengan mengambil rupa dan struktur hukum 
sekuler.12
Adopsi, adaptasi dan aplikasi konsep/model hukum asing di dalam ber-
bagai bidang hukum termasuk hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati 
dan penuh kewaspadaan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, 
ekonomi, politik, geografis Indonesia sebagai negara negara kesatuan. 
Pergeseran dominasi sistem hukum “Civil Law” dalam kehidupan bangsa 
Indonesia ke arah sistem hukum “Common Law” harus dicermati se cara 
komprehensif dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari 
ekses-ekses penerimaan sistem hukum “Common Law” terutama dalam meng-
hadapi kejahatan transnasional dan terorganisasi. 
Fokus Fungsi dan Peranan Hukum Pidana sebagai sarana pembaruan di 
dalam pembangunan nasional tidak lagi semata-mata ditujukan untuk men-
cegah dan memberantas kejahatan individual melainkan seharusnya ditujukan 
terhadap kejahatan kolektif baik berlatar belakang etnis, agama, politik dan 
status sosial untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan serta kebahagian 
masyarakat Indonesia.
refleKSI KrITIS
awal refleksi: apa Masalah dan bagaimana sikap menghadapinya?
Idealisme konstitusional suatu negara dapat dilihat dalam Undang-un-
dang dasar atau Konstitusinya. Idealisme ini bersifat abstrak dan merupakan 
cita-cita dasar sebuah negara. Dengan kata lain, bahwa setiap negara memiliki 
mimpi-mimpi besar yang ingin dicapainya dalam kehidupan yang lebih nyata. 
Apalah artinya mimpi-mimpi besar, jika hanya huruf-huruf mati yang tidak 
memiliki ruh yang menghidupkan.
Indonesia dibangun atas cita-cita luhur dan mimpi-mimpi besar para 
pendiri negara ini, serta memiliki tujuan sebagaimana terdapat dalam pem-
bukaan UUD 1945 yaitu:
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah In-1. 
donesia.
Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2. 
Ikut melaksanakan ketertiban dunia.3. 
Dari ketiga poin di atas secara ontologis, ada masalah. “ Hukum dapat 
dijadikan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan, mensejahterakan 
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masyarakat dan ikut berpartisipasi untuk melaksanakan ketertiban yang men-
jadi salah satu fungsi hukum. Kenyataan tidak seperti demikian. Dalam meng-
hadapi masalah tersebut, dituntut adanya sikap. Sikap merupakan salah satu 
komponem dari ilmu. 
Sikap yang mesti ada dalam menghadapi masalah hukum harus sesuai de-
ngan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Bangunan ilmu hukum dan sikap para 
ilmuwan hukum seharusnya merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Runtuhnya wi-
bawa hukum, ketidakberdayaan hukum dan masih mengakarnya kepentingan 
kolonialisme di ranah hukum adalah bagian dari masalah. Salah satu sikap 
yang melekat dan inheren dengan bangsa Indonesia adalah sikap religiusitas 
dalam menghadapi segala permasalahan, tanpa terkecuali masalah pembaruan 
hukum.
Sikap religiusitas itu sendiri yang menandakan karakteristik bangsa In-
donesia dibandingkan dengan bangsa lain termasuk bangsa penjajah. Penjajah 
sendiri sangat paham dengan kekuatan sikap bangsa Indonesia tersebut. Se-
hingga penjajah berusaha menggeser sikap religiusitas bangsa ini dengan berbagai 
cara. Salah satu politik hukum yang dimainkan adalah menggeser peranan 
agama dalam ranah publik dan mempersempit keranah privat. Dinamika pe-
mikiran hukum kolonial yang berkembang bahwa yang berlaku dalam ma-
syarakat bukan hukum Islam tetapi adalah hukum adat. Ini dikenal dengan 
teori receptie. Teori receptie ini menurut Hazairin13 bertentangan jiwa UUD 
1945, Dengan demikian teori receptie itu harus “exit” keluar dari tata hukum 
In donesia pasca merdeka. Teori ini juga bertentangan dengan Al-Quran dan 
Sun nah. Sekali lagis dapat ditegaskan, sikap religiusitas itu sendiri mengalami 
sekulerisasi, yang berimplikasi pada upaya pembaruan hukum nasional.
Ini harus diakui bahwa Bangsa Indonesia sejak awal sadar bahwa untuk 
merealisasikan tujuan nasional di atas semuanya atas berkat Allah SWT. Hal 
ini sebagaimana terdapat dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945. “Atas 
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan 
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
Mempersempit masalah hukum dalam ranah hukum pidana, yang seca ra 
ilmu hukum, bahwa hukum pidana terdiri norma dan sanksi. Norma hukum 
pidana dapat ditegakkan jika diiringi dengan sanksi. Sanksi dapat memaksa 
agar norma itu ditaati. Bekerjasanya sanksi hukum pidana akan berurusan de-
ngan keadilan. Persoalan keadilan adalah hak atas setiap manusia tanpa ke-
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cuali. Tafsir subjektivitas tentang sanksi dan menjatuhkan sanksi yang pada 
hakikatnya berisikan keadilan tidak dapat dinafikan.
Otoritas sanksi dan penjatuhan sanksi adalah hak subjektif negara, maka 
negara dibatasi secara hukum kewenangannya ini dengan undang-undang. 
Inilah yang dikenal dengan asas legalitas. Dan untuk menentukan seseorang 
da pat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai tindak pidana, maka 
asas yang menentukan adalah asas kesalahan. Secara ilmu hukum modern hal 
ini sudah given.
Ilmu hukum yang sudah bergerak maju, sementara dalam perumusan 
sanksi dalam tahap formulasi, dan tahap aplikasi dan tahap pelaksanaan masih 
tertinggal jauh, bahkan ada upaya menggeser sikap religiusitas dalam persoalan 
sanksi dan penjatuhan sanksi itu sendiri. Hal ini terjadi secara ontologis, karena 
masih dominannya pengetahuan hukum kolonial dalam berbagai tahap sistem 
hukum pidana nasional saat ini. 
Pada tahap formulasi sanksi, idealnya terjadi normatisasi, positivisasi, dan 
nasionalisasi nilai-nilai hukum agama (Islam). Ini tentu dengan argumentasi, 
bahwa suatu norma akan ditaati sesuai dengan keyakinan dimiliki oleh ma sing-
masing individu. Sikap normatif akan sangat mudah dibangun jika manu sia 
secara verbalistik tahu bahwa itu bersumber dari Tuhan (Allah SWT). Si kap 
meremehkan norma dapat direduksi jika norma bersumber dari Allah. Demi-
kian juga dengan formulasi sanksi, dan dengan formulasi sanksi yang bersumber 
dari ajaran agama, akan membantu seseorang yang dikenai sanksi tersebut akan 
sadar, dan bahkan akan membebaskan rasa bersalah. Disamping itu tujuan 
pidana yang lain seperti mencegah, penyelesaian konflik dan memasyarakatkan 
narapidana dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
Masalah penting hakikat pidana dan pemidanaan secara religiusitas Islam 
terkait dengan masalah ketuhanan. Islam tidak melihat sesuatu secara diko-
tomik dan parsial. Persoalan hukuman ada yang menjadi otoritas Allah dalam 
menentukan kadarnya, dan ada yang diserahkan kepada negara, selama tidak 
ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya.
Sikap religiusitas akan tumbuh, dan hukum akan dapat ditegakkan dengan 
adil, apabila norma dan sanksi hukum sejalan dengan keyakinan manusia. Hu-
kum dibuat dengan tujuan menjaga dan memelihara ketertiban dalam ma-
syarakat, dan sekaligus juga untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh 
sebab itu, agar kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat 
berlangsung dengan aman, tentram dan tertib diperlikan sikap-sikap yang 
22 Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2012
Kekerasan dalam Rumah Tangga  ...
mam pu mendukung ketentuan hukum yang berlaku. Sikap yang mendukung 
ketentuan hukum antara lain adalah sikap terbuka, sikap objektif dan sikap 
meng utamakan kepentingan umum. Ketiga sikap ini dapat dibangun dengan 
nilai-nilai agama (Islam).
Sikap terbuka merupakan sikap yang secara internal menunjukkan ada-
nya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami 
hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sikap ini sangat penting dalam 
rangka menghilangkan rasa curiga dan salah paham sehingga dapat memupuk 
rasa saling percaya dalam membangun persatuan dan kesatuan.
Bersikap objektif atau rasional merupakan sikap yang ditunjukkan oleh 
seseorang dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum dikembalikan pada 
data, fakta dan dapat diterima oleh akal sehat. Seseorang yang mengedepankan 
objektivitas atau rasionalitas, akan me-miliki pendirian kuat dan mampu ber-
pikir jernih dalam menghadapi berbagai persoalan sehingga tidak mudah 
difitnah atau terombang-ambing oleh keadaan.
Kepentingan umum atau kepentingan orang lain di mana pun berada pas ti 
didahulukan. Sikap mengutamakan kepentingan umum merupakan sikap se-
seorang untuk menghargai atau menghormati orang lain yang dirasakan lebih 
membutuhkan atau pentingg dalam suatu kurun waktu tertentu untuk sesuatu 
yang lebih besar manfaatnya.
Sehubungan dengan sanksi yang telah dirumuskan dalam Pasal 44 
sampai Pasal 55 UUPKDRT secara ontologis tidak berbeda dengan sanksi 
yang ada dalam undang-undang hukum pidana lainnya. Perumusan sanksi, 
me nerapkan sanksi, melaksanakan sanksi, dan hakikat sanksi itu itu sendiri 
idealnya melibatkan sikap religiusitas. Kejahatan dalam rumah tangga memiliki 
karakteristik khusus, dan disamping kehidupan rumah tangga itu sendiri yang 
yang dekat dengan nilai religiusitas.
Apabila terjadi KDRT maka sikap religiusitas sebaiknya diperguna kan 
untuk penyelesaiannya. Bisa saja dalam praktikalnya dengan menggunakan cara 
mediasi penal, maupun dengan mediasi non penal. Untuk melakukan kedua 
ben tuk solusi tersebut dilandasi dengan mengutamakan sikap terbuka, objektif 
dan kepenting orang lain yang itu bagian dari sikap religiusitas itu sendiri. 
Konstruksi dan rekonstruksi sikap religiusitas dalam masalah KDRT dan Pidana 
dan Pemidanaan itu sama-sama urgen. Tahap selanjutnya, bagaimana cara dan 
aktivitas apa yang dilakukan ini merupakan bagian epistimologi hukum.
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Sebagai salah satu tawaran adalah mengamandemen Pasal 44 sampai Pasal 
55 disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dialektika Hak asasi manusia, 
dan nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat. Untuk mengamandemen 
UUPKDRT berkaitan dengan metode dan aktivitas yang akan dilakukan. Me-
tode dan aktivitas merupakan bagian dari epistimologi. Perubahan hukum 
(norma, sanksi, kultur, dan struktur) di awali dengan perubahan episte mo-
logi.
epistimologi: Metode dan aktivitas
Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan disebut dengan epistimologi. 
Komponem penting dalam epistimologi itu adalah masalah metode dan akti-
vitas. Metode apa yang digunakan untuk menemukan hakikat pidana dan 
pemi danaan, merupakan masalah epistimologi. Metode apa yang digunakan 
untuk melakukan pembaruan hukum pidana juga merupakan masalah episte-
mologi.
Epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakekat dan 
lingkup pengetahuan, dasar dan pengandaian-pengandaiannya serta secara 
umum hal itu dapat diandalkannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki 
pengetahuan.
Namun secara garis besar aliran-aliran yang sempat muncul adalah ada 
dua, yakni aliran rasionalis dan empiris. Dan sebagian darinya telah lenyap. 
Dari kaum rasionalis muncul Descartes, Imanuel Kant, Hegel dan lain-lain. 
Dan dari kaum empiris adalah Auguste Comte dengan Positivismenya, Wiliam 
James dengan Pragmatismenya, Francis Bacon dengan Sensualismenya.
Sementara itu, dalam konteks keilmuan Islam, kerangka epistemologi 
Is lam perlu dijadikan sebagai alternatif terutama bagi filsafat, pemikiran dan 
ilmuwan muslim untuk menyelamatkan mereka dari keterjebakan ke dalam 
arus besar di bawah kendali epistemologi Barat. Amrullah Achmad14 menya-
ta kan bahwa tugas cendekiawan muslim yang mendesak dan dan harus sege-
ra dipenuhi adalah mengembangkan epistemologi Islam. Epistemologi ini 
merupakan inti setiap pandangan dunia mana pun juga, yang terbukti mampu 
mengantarkan zaman klasik Islam menuju kepada kemampuan membangun 
ilmu dan kebudayaan yang tidak dikotomik. Misalnya al-Ghazali yang te-
lah memberikan fondasi yang kuat bagi tegaknya epistemologi Islam pada 
zamannya dan bersifat sangat aplikatif, selain al-Ghazali adalah al-Biruni, al-
Khawarizmi dan lain-lain.
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Menengok kejayaan Islam masa lalu tersebut, maka perlu diketengah-
kan kembali perkembangan epistemologi zaman kalsik Islam yang tidak diko-
tomik. Namun satu hal yang perlu dibenahi bahwa tradisi pemikiran klasik 
Islam-ortodok tidak mengenal tradisi kritik epistemologis dalam artian yang 
sesungguhnya. Tradisi kritik ini penting, sebab pada dasarnya epistemologi 
ada lah cara untuk mendapatkan yang benar, nilai kebenaran akan lebih baik 
dan lebih tepat jika dilandasi dengan upaya pemahaman kritis.
Terlepas dari kelemahan tradisi pemikiran Islam klasik ortodok tersebut, 
yang jelas epistemologi Islam telah menawarkan sesuatu yang berbeda yang 
tidak di miliki oleh epistemologi Barat. Dalam penerapannya epistemologi 
Is lam memiliki dua jalur yang menghubungkan dengan pengetahuan, yakni 
pertama, jalur luar (lahiriyyah) dengan tetap memanfaatkan realitas atau data-
data empirik sebagai pijakan dalam menarik kesimpulan mengenai sua tu 
pengetahuan. Jalur kedua, jalur ke dalam (batiniyyah) yakni mencoba “men-
terjemahkan” realitas atau data-data non empirik untuk memperkaya dan 
melengkapi capaian ilmu pengetahuan.
Epistemologi tersebut tidak berpusat pada manusia (anthropocentris) 
yang menganggap manusia sendiri sebagai makhluk mandiri (antonomous) dan 
menentukan segala-galanya, melainkan berpusat kepada Allah (theocentric), 
sehingga berhasil atau tidaknya tergantung terhadap usaha manusia kepada 
kehendak Allah.
Epistimologis merupakan bagaimana mendapatkan ilmu, dan yang pu-
nya otoritas adalah lembaga pendidikan. Untuk memperoleh pengetahuan 
hukum merupakan domainnya perguruan tinggi hukum. Aktivitas yang dapat 
dilakukan dalam memperbarui hukum adalah dengan menkonstruksi dan 
merekonstruksi kurikulum ilmu hukum sesuai dengan falsafah bangsa dan 
Islam. Model kurikulum pendidikan tinggi hukum yang ideal dalam teori 
Integratif Kritis (penulis) adalah 60 % penguatan Falsafah Pancasila dan Inter-
nalisasi nilai-nilai agama (Islam), dan 40 % muatan karakteristik, asas-asas, 
kaedah, filsafat, teori hukum dan ilmu sosial lainnya.
aksiologis: Simpulan dan efek
Aspek aksiologis bekaitan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Dalam 
konteks ini bahwa pengetahuan itu tidak bebas nilai. Ilmu bukan hanya untuk 
ilmu, tapi memiliki nilai, dan makna sosial tertentu. Sekalipun ada yang ber-
anggapan bahwa ilmu pengetahuan tidak netral, namum penulis sengaja tidak 
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masuk dalam wilayah ini karena ini perlu bahasan khusus dan lebih men-
dalam.
Berkaitan dengan masalah pokok pada tulisan ini, yang secara ontolo-
gis berkaitan hakikat pidana dan pemidanaan tidak ada perbedaan antara 
UUPKDRT dengan Undang-undang Pidana lainnya, ini menunjukkan ma-
sih dominannya pengetahuan hukum kolonial dalam pembangunan hukum 
na sional sampai saat ini. Sikap yang tepat untuk mewujudkan perubahan 
dan pembaruan hukum pidana dimasa yang datang perlu konstruksi dan re-
konstruksi sikap itu sendiri dengan pendekatan global, kebijakan dan ke-
agamaan.
Metode yang ada secara epistimologi hukum disamping telah memper-
gunakan epistimologi Barat, maka salah satu alternatif adalah epistimologi 
Hukum Islam yang holistik dan integralistik. Hal ini menjadi pekerjaan Uni-
versitas dan Perguruan Tinggi Hukum.
Pekerjaan untuk menkonstruksi dan merekonstruksi epistimologi tentu 
akan memiliki efek dalam formulasi, aplikasi dan penerapan hukum pidana 
ter utama masalah KDRT dimasa datang. Merumuskan sanksi pidana tidak lagi 
duplikasi undang-undang, tapi secara tekstual dan kontekstual selalu mem-
pertimbangkan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai agama. Normatisasi, posi-
tivisasi, nasionalisasi, globalisasi dan lokalisasi nilai-nilai atau kaedah agama 
dapat dilakukan.
Membangun kesadaran akan pentingnya pembaruan hukum pidana 
hen daknya dimulai perguruan tinggi hukum. Pemaknaan pembaruan hukum 
pidana yang lebih komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya norma, perilaku 
dan nilai-nilai. Baru akhir-akhir ini, lahir pemikiran dan gagasan baru yang lebih 
padu dari seorang Romli Atmasasmita dengan teori hukum integratifnya.
Teori hukum Integratif baru gagasan dan belum teruji kehandalannya, 
namun belum terjadi lompatan pemikiran secara epistimologis. Nilai yang dike-
depankan masih belum ada kejelasan dan ketegasan. Sebenarnya pada persoalan 
nilai apa, dari mana dan untuk apa, serta bagaimana bekerjanya nilai tersebut 
yang menjadi persoalan dasar bangsa ini. 
Secara konstitusional negara ini adalah negara hukum dan bukan negara 
kekuasaan. Negara ini adalah negara yang beradasarkan ketuhanan yang Maha 
Esa dan bukan negara sekuler. Akan tetapi dalam praktek, sering kali nilai 
ketuhanan terpinggirkan dalam persoalan legislasi, yudikasi dan eksekusi. 
Substansi, struktur dan kultur hukum pidana kering dari dimensi spritual. 
26 Al-Hurriyah, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2012
Kekerasan dalam Rumah Tangga  ...
Hal ini tidak berlebihan, sepertinya dalam masalah pembentukan, penegakan 
dan pelaksanaan hukum pidana Tuhan tidak dilibatkan sama sekali. Salah satu 
oto kritik penulis adalah terpinggirkan dimensi ketuhanan dalam konsep, teori 
dan praktek hukum. Padahal untuk dapat bekerjanya hukum, tidak cukup ha-
nya memperbarui norma, perilaku dan kultur saja, mesti dilandasi dengan ni-
lai spritual yang benar.
SIMPulan dan Saran
Simpulan 
Hakikat Pidana dan Pemidanaan dalam UUPKDRT tidak berbeda dengan 1. 
hakikat pidana dan pemidanaan pada umumnya. Pidana Penjara atau denda 
merupakan jenis pidana yang primadona dalam setiap undang-undang. 
Demikian juga berlaku pada UUPKDRT. Apabila dikomparasikan dengan 
Hukum Islam, bahwa hakikat pidana dan Pemidanaan dalam hukum Islam 
adalah sebagai pencegahan, pembalasan, penjeraan, melindungi masyarakat 
serta membersihkan pelaku kejahatan itu sendiri dari kesalahan yang telah 
dilakukannya.
Konsep dan teori Pembaruan Hukum pidana yang dimaksud dalam penu-2. 
lisan ini adalah betapa urgennya pengembangan substansi dan pemikiran 
hukum pidana (in abstracto dan in concreto) selaras perkembangan masya-
rakat yang berkarakter modern. Paradigma hukum merupakan suatu fak-
tor fundamental yang menentukan upaya pembaruan hukum di samping 
fak tor pengetahuan atau kognisi hukum. Untuk membongkar carut ma -
rut hukum yang masing-masing dimensi hukum memiliki masalah sen-
diri-sendiri. Substansi hukum yang mengandung nilai-nilai kolonial 
dan kolonialisasi, dominasi posivistik, disorientasi, dan penyelewengan 
konsti tusi. Struktur hukum yang lemah, tidak memiliki integritas, tidak 
bermoral dan cenderung diskriminatif dalam menjalankan tugasnya, 
yang sering tidak mempelihatkan profesionalitas dalam bekerja, curang 
dan tidak kreatif,inovatif dan apalagi tidak progresif. Sementara budaya 
hukum di tengah masyarakat di era demokratisasi sekarang terjadinya 
pelemahan nilai-nilai moral dan keadilan. Maka untuk memperbaiki dan 
problem solving dari kondisi seperti itu, tentu dengan merekonstruksi 
ulang substansi,struktur dan kultur dengan Paradigma integratif yaitu 
Pancasila. Dan salah satu teori yang ditawarkan adalah Teori Hukum 
Integratif Kritis.
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UUPKDRT pada masa datang seyogyanya dalam merumuskan sanksi 3. 
lebih memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keutuhan rumah 
tangga. Pidana sebagai benteng terakhir dapat diformulasikan sanksi lain, 
selain pidana penjara dan denda, misalnya ada beberapa opsi sanksi yang 
ditawarkan:
Jika suami sebagai pelaku dan isteri sebagai korban (kekerasan fisik, a. 
psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga), maka dapat diberi 
sanksi menafkahi isteri seumur hidup, dan tidak boleh menceraikan.
Jika isteri sebagai pelaku dan suami sebagai korban dalam berbagai ben-b. 
tuk kekerasan, maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dalam 
waktu tertentu, dan tidak boleh mengajukan gugatan cerai kepada 
sua minya.
Sebaiknya dalam menegakkan sanksi ini, negara menfasilatasi lembaga c. 
adhoc dan independen, serta menyediakan anggaran yang cukup untuk 
pem berian ganti rugi bagi pelaku yang tidak mampu jika sanksi denda 
yang dijatuhkan kepada pelaku. 
Saran
Pihak Akademisi terutama Perguruan Tinggi yang dalam hal ini Fakultas 1. 
Hukum sebagai garda terdepan dalam pengembangan ilmu hukum. Pe-
ngetahuan hukum sebagai faktor yang mendasar dalam penyelarasan gerak 
hukum dengan gerak masyarakat.Inovasi dan kreativitas para akademisi 
akan melahirkan pembaruan yang dicita-citakan oleh penegak atau pencetus 
negara / bangsa ini. Sebagai konsekuensi logis bagi Fakultas Hukum sudah 
saatnya menyeleraskan pembelajaran Hukum sesuai dengan nilai-nilai dasar 
bangsa ini. Minimalisasi segala bentuk pembelajaran hukum dikhotomistik, 
dan gunakan pendekatan yang komprehensif. Kreatif mendisain bahan ajar 
hukum sesuai dengan pengalaman hidup peserta didik, dan semua pem-
belajaran tidak hanya berdasarkan doktrin tapi juga berbasiskan action 
riset dilapangan.
Aparatur Penegak Hukum, baik polisi, Jaksa, hakim dan Advokat dan 2. 
pengacara baik yang ada dipusat maupun di daerah, disarankan agar meng-
gunakan hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum 
itu untuk keadilan, maka gunakan kacamata yang objektif dan tidak 
diskriminatif.
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Lembaga Swadaya masyarakat, 3. civil society dan perkumpulan-perkumpul-
an tertentu agar tetap menjadi alat kontrol (kontrol sosial) dalam berbagai 
proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. 
Partisipasi lembaga tersebut sangat strategis dalam mengawasi berbagai 
bentuk penyimpangan hukum yang dilakukan terutama oleh penegak 
hukum yang seyogyanya menegakkan hukum itu sendiri. Partisipasi aktif 
dan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi 
berfungsi dan tidaknya hukum. Apalagi kedua hal itu dikorelasikan dengan 
pembaruan hukum pidana, yang sasaran dari hukum pidana itu adalah 
pen cegahan, perlindungan, penindakan terhadap pelaku penyimpangan 
hu kum. [ ]
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